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Abstrak: Penelitian yang dilaksanakan ini membahas tentang Pelayanan dan Pembinaan sentral 
usaha kecil yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Lhokseumawe. 
Adapun penelitian yang dilaksanakan ini bertujuan untuk mengetahui pelayanan Dinas Perindustrian, 
Perdagangan dan Koeperasi Kota Lhokseumawe dalam pembinaan usaha kecil menengah serta 
hambatan yang dihadapi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Lhokseumawe dalam 
pembinaan usaha kecil. Pengumpulan data dilakukan peneliti dengan tiga cara yaitu : observasi, 
wawancara dengan informan dan dokumentasi. Sedangkan analisis data dilakukan mulai 
dilaksanakan awal penelitian.  Hasil penelitian menyebutkan bahwa pelayanan dan pembinaan bagi 
usaha kecil menengah yang dilaksanakan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota 
Lhokseumawe dalam membina pelaku usaha kecil, terutama dalam meningkatkan hasil produksi 
usaha kecil bordir motif Aceh di Kemukiman Meuraksa Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe, 
yaitu peningkatan kemampuan finansial pelaku usaha dalam memproduksi bordir motif Aceh, 
merupakan salah satu program perioritas. Kemudian pengembangan pasar yang tersedia dalam 
menyerap hasil produksi pengrajin bordir motif Aceh, selanjutnya dilaksanakan pembinaan usaha 
kecil dalam pengembangan sumber daya manusia, karena kebanyakan pengrajin bordir motif Aceh di 
Kemukiman Meuraksa Kecamatan Blang Mangat merupakan keahlian kerajinan yang dilaksanakan 
secara tradisional dari orang tua, sehingga perlu diberikan pelatihan yang mampu membekali 
pengetahuan bordir yang kreatif dalam menghasilkan motif-motif cantik yang laku dijual. Kendala 
yang dihadapi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Lhokseumawe dalam 
menjalankan tugas pembinaan sentra usaha kecil di Kemukiman Meuraksa Kecamatan Blang Mangat 
diantaranya masih rendahnya ketersediaan sarana dan prasarana usaha yang membuat kegiatan 
pembinaan tidak mencapai target yang diharapkan. Selain itu masih kurangnya promosi membuat 
produk yang telah dihasilkan oleh pengrajin bordir motif Aceh di Kemukiman Meuraksa Kecamatan 
Blang Mangat tidak memperoleh pangsa pasar yang dapat meningkatkan nilai penjualan atas produk 
kerajinan bordir motif Aceh di Kota Lhokseumawe. 
 




 Memasuki era globalisasi dunia dewasa ini setiap negara dituntut untuk terus 
memacu pelaksanaan pembangunan disegala sendi kehidupan masyarakat guna 
mengantisipasi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dunia yang terus berkembang 
pesat mengikuti peredaran waktu peradaban manusia. maka diperlukan persiapan sejak dini 
dari setiap negara termasuk Negara Kesatuan Republik Indonesia guna menyongsong 
kehidupan masa depan rakyat yang lebih baik. 
 Untuk itu, diperlukan peningkatan pembangunan nasional yang merupakan salah 






kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat, pada semua bidang kehidupan 
masyarakat terutama bidang pelayanan terhadap peningkatan ekonomi pelaku usaha kecil 
dan menengah yang selama ini belum dioptimalkan berjalan oleh pemerintah. Disebabkan 
kekurangan dana dan sumber daya dalam kegiatan ekonomi mikro yang langsung memiliki 
dampak bagi perkembangan ekonomi usaha kecil dan menengah. 
 Menyahuti kebijakan yang ditempuh pemerintah guna meningkatkan kehidupan 
masyarakat untuk lebih baik maka Pemerintah Kota Lhokseumawe melalui Dinas 
Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Lhokseumawe telah berusaha melaksanakan 
tugasnya dengan melakukan kegiatan pembinaan kepada pelaku usaha kecil dan menengah 
dalam mendukung pembangunan ekonomi masyarakat Kota Lhokseumawe. 
 Berdasarkan data dari Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota 
Lhokseumawe, jumlah pelaku usaha kecil di Kota Lhokseumawe terus mengalami 
pertumbuhan setiap tahun, dari tahun 2010 sampai tahun 2015 terdapat 3200 (tiga ribu 
dua ratus) pelaku usaha kecil yang tersebar di wilayah Kota Lhokseumawe dengan berbagai 
macam bentuk usaha. Dengan jumlah yang terus mengalami peningkatan, maka diperlukan 
kebijakan dari Pemerintah Kota Lhokseumawe untuk melaksanakan pembinaan dalam 
memajukan ekonomi masyarakat (Sumber : Disperindagkop Kota Lhokseumawe, 2015).  
 Kecamatan Blang Mangat merupakan salah satu kawasan Kota Lhokseumawe yang 
terdapat kegiatan ekonomi usaha kecil yang terus mengalami pertumbuhan dan 
peningkatan jumlah pelaku usaha, namun banyak usaha yang hanya jalan ditempat, karena 
kurangnya dilakukan pembinaan dari Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota 
Lhokseumawe. Dari data yang diperoleh di lapangan diperoleh bahwa kegiatan usaha kecil 
di Kemukiman Meuraksa Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe dalam kegiatan 
usaha kecil dapat menyerap ratusan tenaga kerja lokal, sehingga usaha kecil yang dijalankan 
masyarakat memerlukan binaan lebih lanjut.  
 Namun dalam realita yang berkembang, pelaku usaha kecil di Kemukiman 
Meuraksa Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe masih memiliki beberapa kendala-
kendala yang menyebabkan hasil produksinya pelaku usaha kecil kurang maksimal mencapai 
target yang diinginkan. Beberapa kendala yang dihadapi oleh pelaku usaha kecil di 
Kemukiman Meuraksa Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe antara lain minimnya 
mendapatkan akses permodalan, akses pemasaran, lemahnya manajemen usaha dan jiwa 
kewirausahaan yang masih kurang dimiliki pelaku usaha di Kemukiman Meuraksa 
Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe.  






melakukan penelitian tentang : Peranan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi 
Kota Lhokseumawe dalam Pembinaan Sentra Usaha Kecil di Lhokseumawe. 
 
Fokus Penelitian 
Mengacu pada rumusan masalah penelitian, maka yang menjadi fokus penelitian ini : 
1. Pelayanan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Lhokseumawe dalam 
pembinaan sentra usaha kecil di Kota Lhokseumawe. Kajian ini diarahkan pada 
peorganisasian masyarakat dan penguatan kelembagaan. 
2. Hambatan yang dihadapi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota 
Lhokseumawe dalam pembinaan sentra usaha kecil di Kota Lhokseumawe, kajian ini 
diarahkan pada hambatan internal dan hambatan eksternal. 
 
B. TINJAUAN PUSTAKA  
Pengertian Pelayanan 
 Setiap manusia membutuhkan pelayanan dari manusia lainnya, karena kehidupan 
manusia tidak dapat dipisahkan dengan interaksi sosial, maka semua manusia saling 
membutuhkan pelayanan dan melayani pihak lainnya. Dengan adannya pelayanan maka 
berbagai keinginan dan kebutuhan manusia dapat dilengkapi, baik secara individual maupun 
secara berkelompok.  
 Untuk jelasnya mengenai pengertian pelayanan dapat diketahui dari berbagai 
pengertian, diantaranya menurut Gronroos dalam Tjiptono (2006: 44) menyatakan bahwa 
“pelayanan merupakan proses yang terdiri atas serangkaian aktivitas intangible yang biasa 
(namun tidak harus selalu) terjadi pada interaksi antara pelanggan dan karyawan, jasa dan 
sumber daya, fisik atau barang, dan sistem penyedia jasa, yang disediakan sebagai solusi 
atas masalah pelanggan”. Menurut Moenir (2000 : 26) “pelayanan ialah kegiatan yang 
dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan landasan faktor material melalui 
sistem, prosedur dan metode tertentu dalam rangka memenuhi kepentingan orang lain 
sesuai dengan haknya”.   
 Dari pendapat di atas, penulis menyimpulkan bahwa pelayanan adalah kegiatan 
menyeluruh yang dilaksanakan dalam rangka memenuhi kepentingan orang lain, sesuai 
dengan haknya oleh seseorang atau sekelompok orang dengan landasan material melalui 
sistem dan prosedur yang telah ditentukan terlebih dahulu, sehingga diantara dua individu 
tidak saling dirugikan oleh pihak lainnya. 
Sedangkan menurut Widodo dalam Moenir (2000: 71), “pelayanan dapat diartikan 






pusat dan daerah, di lingkungan BUMN dan BUMD. Dalam bentuk barang dan jasa untuk 




 Peranan merupakan suatu tindakan yang dilakukan orang atau sekelompok orang 
dalam suatu peristiwa, peranan merupakan perangkat tingkah laku yang diharapkan, dimiliki 
oleh orang atau seseorang yang berkedudukan di masyarakat. Kedudukan dan peranan 
adalah untuk kepentingan pengetahuan, keduanya tidak dapat dipisahkan satu sama lain. 
 Peranan menurut Poerwadarminta adalah “tindakan yang dilakukan seseorang 
atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa” (Poerwadarminta, 1995:751). Kemudian 
menurut Soerjono Soekanto (2002;243) Pengertian Peranan adalah sebagai berikut : 
Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status) apabila seseorang melaksanakan hak 
dan kewajibannya maka ia menjalankan suatu peranan. 
Konsep tentang peranan menurut Komarudin (2004;768) mengungkap sebagai berikut : 
1. Bagian dari tugas utama yang harus dilakukan oleh manajemen 
2. Pola prilaku yang diharapkan dapat menyertai suatu status 
3. Bagian suatu fungsi seseorang dalam kelompok atau pranata 
4. Fungsi yang diharapkan dari seseorang atau menjadi karakteristik yang ada padanya 
5. Fungsi setiap variabel dalam hubungan sebab akibat 
 Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto (2002:243), yaitu peran merupakan 
aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya 
sesuai dengan kedudukannya, maka menjalankan suatu peranan.  
 Hubungan-hubungan sosial yang ada dalam masyarakat, merupakan hubungan 
antara peranan-peranan individu dalam masyarakat. Sementara peranan itu sendiri diatur 
oleh norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Jadi seseorang menduduki suatu posisi 
dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan. Peranan mencakup tiga hal, yaitu :  
1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat 
seseorang dalam masyarakat.  
2. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang 
membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan peranan adalah suatu 







3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur 
sosial masyarakat (Soerjono Soekanto, 2002 : 246).  
 
Pengeritan Pembinaan  
 Menurut Wiranto (2001), pembinaan merupakan upaya untuk meningkatkan 
kapasitas masyarakat dan pemberian kesempatan yang seluas-luasnya bagi penduduk 
kategori miskin untuk melakukan kegiatan sosial ekonomi yang produktif, sehingga mampu 
menghasilkan nilai tambah yang lebih tinggi dan pendapatan yang lebih besar. Dengan 
demikian, pembinaan usaha kecil  pada hakikatnya diarahkan untuk meningkatkan akses 
bagi individu, keluarga dan kelompok masyarakat terhadap sumber daya untuk melakukan 
proses produksi dan kesempatan berusaha. Untuk dapat mencapai hal tersebut diperlukan 
berbagai upaya untuk memotivasi dalam bentuk antara lain bantuan modal dan 
pengembangan sumber daya manusia. 
 
Tahap-tahap Pembinaan  
Menurut Sumodiningrat (2002:23), pembinaan tidak selamanya, melainkan dilepas 
untuk mandiri, meski dari jauh dijaga agar tidak jatuh lagi. Dilihat dari pendapat tersebut 
berarti pembinaan melalui suatu masa proses belajar, hingga mencapai status mandiri. 
Sebagaimana disampaikan dimuka bahwa proses belajar dalam rangka pembinaan akan 
berlangsung secara bertahap. Tahap-tahap yang harus dilalui tersebut adalah meliputi : 
1. Tahap penyadaran dan pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan peduli 
sehingga merasa membutuhkan peningkatan kapasitas diri. 
2. Tahap Transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, kecakapan, 
keterampilan agar terbuka wawasan dan memberikan keterampilan dasar sehingga 
dapat mengambil peran di dalam pembangunan. 
3. Tahap Peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan, keterampilan sehingga 
terbentuk inisiatif dan kemampuan inovatif untuk mengantarkan pada kemadirian. 
Pengertian Usaha 
Usaha atau bisnis merupakan pertukaran barang, jasa dan uang yang saling 
menguntungkan atau memberikan manfaat. Sedangkan menurut arti dasarnya, 
bisnis memiliki makna sebagai the buying and selling of goods and services. Dahulu 
bisnis dilakukan dengan cara barter, yaitu pertukaran barang dengan barang tanpa 
melibatkan uang. Jika seseorang membutuhkan sepatu, maka ia akan menukarnya 






banyaknya kendala, seperti perbedaan kebutuhan antar orang yang memiliki 
kebutuhan, perbedaan nilai barang yang akan dipertukarkan dan alasan lainnya. Hal 
ini kemudian menjadi lebih mudah setelah ada alat untuk saling melakukan 
pertukaran, yaitu uang sebagai alat pembayaran untuk kegiatan jual beli. 
Menurut Nimpoena dalam Pandji (2002: 178) pengertian bisnis dapat 
dibedakan dalam pengertian yang sempit dan pengertian luas. Dalam pengertian 
sempit maka bisnis tidak lain adalah fiksi. Sedangkan dalam arti yang luas, bisnis 
merupakan usaha yang terkait erat dengan dunia ekonomi dan juga politik. Hal ini 
disebabkan dunia ekonomi dan dunia politik pada dasarnya merupakan suatu 
hubungan yang saling tergantung, dan yang turut mencerminkan efektivitas suatu 
masyarakat dalam gerak usahanya. 
Agar tetap beroperasi dan memiliki kelangsungan hidup, bisnis harus 
memiliki tujuan. Ada berbagai tujuan dari suatu bisnis, namun pada umumnya 
tujuan bisnis meliputi : 
a. Profit (keuntungan) 
b. Mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan 
c. Pertumbuhan perusahaan 
d. Tanggungjawab sosial 
Mempertahankan kelangsungan hidup usaha atau bisnis merupakan tujuan 
yang wajar, karena tujuan yang lain dapat dicapai hanya bila bisnis tetap bertahan 
hidup, sedangkan bertumbuh merupakan tujuan karena bisnis tidak dapat tetap 
seperti semula adanya.  
Meskipun kelangsungan hidup, pertumbuhan dan tanggungjawab sosial 
merupakan tujuan yang penting, namun profit memegang peranan penting dalam 
bisnis. Profit atau keuntungan dapat dipandang dari dua sisi, yaitu keuntungan bisnis 
yang merupakan selisih antara pendapatan dengan pengeluaran, jika pendapatan 
yang diterima setelah dipotong pajak lebih besar, berarti bisnis atau usaha 
mengalami keuntungan. Sedangkan keuntungan ekonomis ialah sisa usaha setelah 








Pengertian Usaha Kecil Menengah 
Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha 
Mikro, Kecil dan Menengah Bab 1 pasal 1. Ketentuan umum: 
a. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha 
perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana di atur dalam 
Undang-Undang ini.  
b. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan 
oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan 
atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik 
langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang 
memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. 
c. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang 
dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak 
perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian 
baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan 
jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam 
Undang-Undang ini. 
d. Usaha besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha 
dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha 
menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan 
dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia. 
e. Dunia usaha adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar 
yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia. 
 Menurut Undang-Undang Nomor 20, bab IV pasal 6 tahun 2008 mengatakan ada 
beberapa kriteria mengenai usaha mikro, kecil dan menengah antara lain sebagai berikut: 
1. Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut : 
a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) 
tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. 
b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta 
rupiah). 
2. Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut: 
a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) 
sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak 






b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta 
rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus 
juta rupiah). 
3. Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut: 
a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) 
sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak 
termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. 
b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima 
ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh 
milyar rupiah). 
 
C. PEMBAHASAN   
Pelayanan Dinas Perindustrian, Perdagangan Dan Koperasi Kota Lhokseumawe Dalam 
Pembinaan Sentra Usaha Kecil Di Kota Lhokseumawe 
 
 Sesuai dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil 
dan Menengah (UMKM). Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan 
dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana 
diatur dalam Undang-Undang ini. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri 
sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang 
bukan merupakan anak perusahaan atau bukancabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai 
atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha 
besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 
yang telah dikeluarkan pemerintah. 
 Sebagian besar usaha kecil tumbuh secara tradisional dan merupakan usaha 
keluarga yang turun temurun. Keterbatasan kualitas sumber daya manusia dalam mengelola 
usaha kecil baik dari segi pendidikan formal maupun pengetahuan dan keterampilannya 
sangat berpengaruh terhadap manajemen pengelolaan usahanya, sehingga usaha tersebut 
sulit untuk berkembang dengan optimal. Disamping itu dengan keterbatasan kualitas 
Sumber Daya Manusianya, unit usaha tersebut relatif sulit untuk mengadopsi 
perkembangan teknologi baru untuk meningkatkan daya saing produk yang dihasilkannya.  
 Lemahnya Jaringan Usaha dan Kemampuan Penetrasi Pasar Usaha kecil yang pada 
umumnya merupakan unit usaha keluarga, mempunyai jaringan usaha yang 
sangat terbatas dan kemampuan penetrasi pasar yang rendah, ditambah lagi produk yang 






Berbeda dengan usaha besar yang telah mempunyai jaringan yang 
sudah solid serta didukung dengan teknologi yang dapat menjangkau promosi yang baik. 
 Peningkatan kemampuan finansial pelaku usaha kecil untuk mampu menjalankan 
usaha merupakan salah satu program perioritas yang ingin dilaksanakan oleh Dinas 
Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Lhokseumawe dalam mendorong 
kemandirian pelaku usaha bordir motif Aceh di Kemukiman Meuraksa Kecamatan Blang 
Mangat. 
 Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan informan yang diketahui bahwa 
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Lhokseumawe telah berusaha untuk 
meningkatkan kemampuan finansial pelaku usaha bordir Aceh di Kemukiman Meuraksa 
Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe dengan menyusun rencana pembentukan unit 
simpan pinjam yang dikelola secara mandiri oleh pelaku usaha, selain itu memberikan 
modal usaha sementara untuk mendorong jalannya usaha masyarakat dalam memproduksi 
bordir motif Aceh.  
 Dengan adanya usaha simpan pinjam, maka pelaku usaha kecil bordir motif Aceh 
di Kemukiman Meuraksa Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe dapat 
menggerakkan usahanya dengan meminjam modal kerja adari unit simpan pinjam, adanya 
perputaran dana maka secara langsung memberi dampak positif dalam mendorong 
kemajuan usaha bordir motif Aceh di Kemukiman Meuraksa Kecamatan Blang Mangat Kota 
Lhokseumawe.   
 Selain peningkatan kemampuan finansial pelaku usaha, kegiatan pembinaan lain 
yang dijalankan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Lhokseumawe adalah 
dengan berusaha mengembangkan pasar atas produk pengrajin bordir motif Aceh di 
Kemukiman Meuraksa Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe. Di mana ketersediaan 
pasar yang reguler dan kepastian dalam menyerap hasil produksi akan ikut meningkatkan 
semangat pengrajin untuk memproduksi kerajinan bordir motif Aceh. 
 Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan informan sebelumnya yang 
diketahui bahwa kegiatan yang dilaksanakan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi 
Kota Lhokseumawe dalam memberdayakan usaha ekonomi masyarakat dengan 
mengembangkan pasar atas hasil produksi yang telah dijalankan pelaku usaha. Di mana 
diketahui bahwa pengembangan pasar menjadi persoalan yang sulit dijalankan oleh pelaku 
usaha secara pribadi, untuk itu diperlukan peran dari Dinas Perindustrian, Perdagangan dan 
Koperasi Kota Lhokseumawe dalam mengembangkan hasil produksi masyarakat agar 






 Dengan adanya jaminan ketersediaan pasar, maka pembinaan sentra usaha kecil 
akan menjadi penentu dalam memasarkan produksi, di mana hasil produksi yang telah di 
produksis pelaku usaha tidak akan terjual bila ketiadaan pasar yang mampu menyerap hasil 
produksi masyarakat. Untuk itu salah satu keberhasilan dalam pembinaan sentra usaha kecil 
yang dijalankan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Lhokseumawe adalah 
dengan melakukan promosi agar produk memiliki jaminan pasar yang dapat menyerap 
produksi masyarakat.  
 Setelah dilaksanakan pembinaan dengan pengembangan pasar untuk produk 
kerajinan bordir motif Aceh, maka untuk mendukung kualitas produk yang dihasilkan perlu 
dilaksanakan pembinaan sumber daya manusia yang menjalankan kegiatan produksi. 
Seperti halnya hasil wawancara dengan informan diketahui bahwa dalam meningkatkan 
pembinaan sentra usaha kecil dengan mengembangkan sumber daya pelaku usaha kecil, di 
mana pelaku usaha kecil yang berada di Kemukiman Meuraksa Kecamatan Blang Mangat 
Kota Lhokseumawe masih membutuhkan pembinaan dalam meningkatkan kemampuan 
pelaku usaha melakukan inovasi dalam memproduksi bordir motif Aceh.  
 Sehingga produk yang dihasilkan dapat memiliki nilai jual yang ekonomis dan 
mengundang pembeli untuk bertransaksi dengan pelaku usaha kecil. Serta untuk dapat 
menghasilkan kerajinan yang mampu bersaing dengan produk daerah-daerah lain, terutama 
dari Medan dan sekitarnya, sehingga sentra usaha bordir motif Aceh yang ada di 
Kemukiman Meuraksa Kecamatan Blang Mangat terus berkembang menjadi kawasan usaha 
kerajinan bordir motif Aceh di wilayah Kota Lhokseumawe.  
 Dalam melakukan pemberdayaan terhadap usaha kecil khususnya pengrajin bordir 
motif Aceh di Kemukiman Meuraksa Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe maka 
diperlukan adanya strategi dalam pemberdayaan usaha kecil. Di mana strategi yang 
konsisten terhadap pemberdayaan usaha industri kecil, antara lain : 
a. Menciptakan iklim investasi dan usaha yang kondusif melalui pemeliharaan 
stabilitas ekonomi makro 
b. Peningkatan integrasi yang kuat, baik antar sesama usaha industri kecil maupun 
antar usaha menengah besar melalui kebijakan bussines alliancie 
c. Penguatan sisi permintaan melalui kebijakan redistribusi pendapatan, penguatan 
modal, penguatan sumber daya manusia termasuk peningkatan entepreneurship 
dan kemampuan penguasaan tekhnologi. 
 Berbagai program pembinaan yang dijalankan Dinas Perindustrian, Perdagangan 






Kemukiman Meuraksa Kecamatan Blang Mangat, khususnya usaha bordir motif Aceh. 
Semua program tersebut tidak mampu berjalan jika pelaku usaha sendiri memiliki inisiatif 
dalam mengembangkan usaha, karena tanpa ada keinginan secara pribadi atas kemajuan 
usaha, maka akan sulit Pemerintah Kota Lhokseumawe dalam melakukan pembinaan. 
Kemajuan pembinaan mampu dicapai jika pemerintah dengan pelaku usaha sama-sama 
bersedia untuk maju ke kondisi lebih baik dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. 
 
Hambatan Yang Dihadapi Dinas Perindustrian, Perdagangan Dan Koperasi Kota 
Lhokseumawe Dalam Pembinaan Sentra Usaha Kecil Di Kota Lhokseumawe. 
 
Kendala akan menyebabkan kegiatan pembinaan yang sedang dijalankan Dinas 
Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Lhokseumawe, namun semua kegiatan yang 
dijalankan instansi pemerintah dan swasta tidak akan jauh berbeda dalam menghadapi 
kendala untuk mencapai harapan dari rencana pembinaan yang dilaksanakan untuk pelaku 
usaha kecil. 
Berbagai kendala tersebut membuat hasil pembinaan tidak mencapai hasil yang optimal 
dari kegiatan pembinaan, sehingga hasil yang diinginkan sering tidak mencapai hasil yang 
diharapkan oleh pelaksana kegiatan pembinaan sentra usaha kecil, di mana kendala 
tersebut dapat bersumber dari internal dan eksternal, untuk jelasnya dapat diuraikan. 
Pada usaha kerajinan bordir motif Aceh yang terdapat di Kemukiman Meuraksa 
Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe, salah satu kendala yang dihadapi adalah 
masih minimnya sarana dan prasarana usaha yang dapat digunakan dalam membina usaha 
kecil pengrajin bordir motif Aceh di Kemukiman Meuraksa. keterbatasan sarana ini 
membuat pembinaan usaha kecil untuk menjahit pakaian dan tas motif Aceh di Kemuiman 
Meuraksa tidak dapat berjalan secara optimal.  
Kurangnya informasi yang berhubungan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan 
teknologi, menyebabkan sarana dan prasarana yang mereka miliki juga tidak cepat 
berkembang dan kurang mendukung kemajuan usahanya sebagaimana yang diharapkan. 
Selain itu, tidak jarang usaha kecil kesulitan dalam memperoleh tempat untuk menjalankan 
usahanya yang disebabkan karena mahalnya harga sewa atau tempat yang ada kurang 
strategis. 
Sering kali permasalahan- permasalahan yang dihadapi oleh usaha kecil itu seperti yang 
diungkapkan salah satu point pada faktor internal adalah terbatasnya kualitas sumber daya 
manusia. Hal tersebut juga dialami oleh usaha kecil kerajinan bordir motif Aceh, dengan 






mengadopsi perkembangan tekhnologi baru sehingga hal itu secara tidak langsung akan 
menghambat perkembangan usaha kerajinan. 
Faktor penghambat dari pelaksanaan pemberdayaan terhadap usaha kecil adalah 
pertama, keterbatasan sumber daya manusia. selain terbatasnya jumlah sumber daya 
manusia yang dimiliki juga kurangnya sumber daya manusia yang berkompetensi dalam 
melakukan kegiatan pemberdayaan usaha kecil, diantaranya adalah konsultan dan tenaga 
pendamping yang mampu memberikan jasa konsultasi dalam mengubah kondisi untuk lebih 
baik.  
Disini Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Lhokseumawe dengan 
terbatasnya pegawai yang berkompeten dalam hal usaha kecil bagaimana bisa menjadi 
panutan jika kompetensi sumber daya manusia yang dimilki saja masih kurang. Maka dari 
itu, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Lhokseumawe dituntut untuk bisa 
meningkatkan kecakapan dan kompetensi sumber daya manusianya. 
Pembinaan dan pengembangan usaha kecil di bidang sumber daya manusia dapat 
dilaksanakan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Lhokseumawe dengan:  
a. Memasyarakatkan dan membudayakan kewirausahaan sebagai salah satu sektor 
kemajuan ekonomi daerah.  
b. Meningkatkan ketrampilan teknis dan manajerial bagi pelaku usaha kecil agar 
mampu menjalankan usaha sesuai dengan manajemen.  
c. Membentuk dan mengembangkan lembaga pendidikan, pelatihan dan konsultasi 
usaha kecil yang mampu memberikan pendampingan kepada pelaku usaha kecil jika 
menghadapi kendala di lapangan. 
d. Menyediakan tenaga penyuluh dan konsultan usaha kecil agar pelaku usaha kecil 
dapat memecahkan persoalan usaha 
e. Menyediakan modul manajemen usaha kecil yang mampu mendorong pelaku usaha 
kecil menerapkan manajemen dalam usaha yang dijalankan  
f. Menyediakan tempat magang, studi banding dan konsultasi untuk usaha kecil. 
Sehingga memberikan pemahaman kepada pelaku usaha kecil agar mampu 
menjalankan usaha walau sedang tidak baik kondisi pasar dan mampu membuka 
pasar atas produk yang dihasilkan. 
Selain itu, hambatan atau kendala berikutnya yang dihadapi oleh pengrajin bordir motif 
Aceh di Kemukiman Meuraksa Kecamatan Blang Mangat adalah kurangnya permodalan dan 
terbatasnya akses pembiayaan permodalan. Pada permasalahan untuk pelaku usaha bordir 






para masyarakat pengrajin kerajinan bordir motif Aceh kerap menjadi kendala untuk 
mengembangkan maupun memperluas usaha ini, walaupun memang akses-akses serta 
bantuan modal melalui lembaga mikro telah banyak dibentuk pemerintah 
Dengan mencermati  permasalahan  yang  dihadapi  oleh  usaha kecil bordir motif Aceh di 
Kemukiman Meuraksa Kecamatan Blang Mangat dan langkah yang selama ini telah 
ditempuh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Lhokseumawe, maka 
kedepannya, perlu diupayakan hal-hal sebagai berikut: 
a. Penciptaan iklim usaha yang kondusif pemerintah perlu mengupayakan terciptanya 
iklim yang kondusif antara lain dengan mengusahakan ketenteraman dan keamanan 
serta berusaha menciptakan kesederhanaan prosedur pengurusan perijinan  usaha, 
keringanan pajak dan sebagainya.  
b. Bantuan permodalan pemerintah perlu memperluas skema kredit khusus dengan 
syarat-syarat yang tidak memberatkan bagi usaha kecil, untuk membantu 
peningkatan permodalannya, baik  itu  melalui  sektor  jasa  finansial  formal  dan 
sektor jasa finansial informal, skema penjaminan, leasing dan dana modal ventura. 
Pembiayaan untuk usaha kecil sebaiknya menggunakan Lembaga Keuangan Mikro 
(LKM) yang ada maupun nonbank. Lembaga Keuangan Mikro bank  antara  Lain: BRI 
unit Punteut dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Sabee Meusampee. 
c. Perlindungan usaha jenis-jenis usaha tertentu, terutama jenis usaha tradisional yang 
merupakan usaha golongan ekonomi lemah, harus mendapatkan perlindungan 
dari pemerintah, baik itu melalui undang-undang maupun peraturan pemerintah 
yang bermuara kepada saling menguntungkan (win-win solution). 
d. Pengembangan kemitraan perlu dikembangkan kemitraan yang saling membantu 
antar usaha kecil, atau antara usaha kecil dengan pengusaha besar di dalam negeri 
maupun di luar negeri, untuk menghindarkan terjadinya monopoli dalam usaha. 
Selain itu,  juga  untuk  memperluas pangsa pasar dan pengelolaan bisnis yang lebih 
efisien. 
e. Pelatihan pemerintah perlu meningkatkan pelatihan bagi usaha kecil baik dalam 
aspek kewiraswastaan, manajemen, administrasi dan pengetahuan serta 
keterampilannya dalam pengembangan usahanya. Selain itu, juga perlu diberi 
kesempatan untuk menerapkan hasil pelatihan di lapangan untuk mempraktekkan 
teori melalui pengembangan kemitraan rintisan. 
f. Membentuk lembaga khusus perlu dibangun suatu lembaga yang khusus 






dengan upaya  penumbuh kembangan  usaha kecil  dan  juga 
berfungsi untuk mencari solusi dalam rangka mengatasi permasalahan baik internal 
maupun eksternal yang dihadapi oleh usaha kecil yang menjalankan usaha. 
g. Memantapkan asosiasi, di mana asosiasi yang telah ada saat ini perlu diperkuat lagi 
untuk meningkatkan perannya antara lain dalam pengembangan jaringan informasi 
usaha yang sangat dibutuhkan untuk pengembangan usaha bagi anggotanya. 
Sebuah asosiasi akan memudahkan keterbukaan pasar atas produk yang dihasilkan 
pada usaha yang sama.  
h. Mengembangkan promosi, guna lebih mempercepat proses kemitraan antara usaha 
kecil dengan usaha  besar  diperlukan  media  khusus  dalam 
upaya  mempromosikan  produk-produk  yang  dihasilkan.  Disamping itu, 
perlu juga diadakan talk show antara asosiasi dengan mitra usahanya. 
i. Mengembangkan Kerjasama yang Setara Perlu adanya kerjasama atau koordinasi 
yang serasi antara pemerintah dengan dunia usaha untuk menginventarisir berbagai 
isu-isu mutakhir yang terkait dengan perkembangan usaha. 
j. Mengembangkan Sarana dan Prasarana Perlu adanya pengalokasian tempat usaha 
bagi usaha kecil di tempat-tempat yang strategis sehingga dapat menambah potensi 
berkembang bagi usaha kecil tersebut. 
Sepuluh alternatif yang diberikan di atas merupakan solusi yang dapat dijalankan Dinas 
Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Lhokseumawe dalam meningkatkan 
pembinaan sentra usaha kecil di Kemukiman Meuraksa Kecamatan Blang Mangat Kota 
Lhokseumawe. Termasuk dalam mendorong kemajuan kerajinan bordir motif Aceh yang 
sedang menjadi usaha masyarakat di Kemukiman Meuraksa Kota Lhokseumawe.  
 
C. Kesimpulan dan Saran  
Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka 
kesimpulan yang dapat diberikan ialah : 
1. Pelayanan dan pembinaan bagi usaha kecil menengah yang dilaksanakan Dinas 
Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Lhokseumawe dalam membina pelaku 
usaha kecil, terutama dalam meningkatkan hasil produksi usaha kecil bordir motif Aceh 
di Kemukiman Meuraksa Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe, yaitu 
peningkatan kemampuan finansial pelaku usaha dalam memproduksi bordir motif Aceh, 






tersedia dalam menyerap hasil produksi pengrajin bordir motif Aceh, selanjutnya 
dilaksanakan pembinaan usaha kecil dalam pengembangan sumber daya manusia, 
karena kebanyakan pengrajin bordir motif Aceh di Kemukiman Meuraksa Kecamatan 
Blang Mangat merupakan keahlian kerajinan yang dilaksanakan secara tradisional dari 
orang tua, sehingga perlu diberikan pelatihan yang mampu membekali pengetahuan 
bordir yang kreatif dalam menghasilkan motif-motif cantik yang laku dijual. 
2. Kendala yang dihadapi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota 
Lhokseumawe dalam menjalankan tugas pembinaan sentra usaha kecil di Kemukiman 
Meuraksa Kecamatan Blang Mangat diantaranya masih rendahnya ketersediaan sarana 
dan prasarana usaha yang membuat kegiatan pembinaan tidak mencapai target yang 
diharapkan. Selain itu masih kurangnya promosi membuat produk yang telah dihasilkan 
oleh pengrajin bordir motif Aceh di Kemukiman Meuraksa Kecamatan Blang Mangat 
tidak memperoleh pangsa pasar yang dapat meningkatkan nilai penjualan atas produk 
kerajinan bordir motif Aceh. 
 
Saran-Saran 
Untuk menyempurnakan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan di atas, 
maka saran yang diberikan yaitu : 
1. Sebagai kawasan pusat perdagangan yang canangkan Pemerintah Kota 
Lhokseumawe, maka sudah waktunya kegiatan pembinaan pelaku usaha kecil 
menengah mendapat perioritas dari Pemerintah Kota Lhokseumawe dalam 
meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat. Di mana pasca berakhirnya era 
migas sudah sewajarnya jika sektor jasa dan produksi usaha kecil menengah dilirik 
pemerintah dalam mengembangkan sumber daya yang dimiliki untuk meningkatkan 
kesejahteraan hidup masyarakat. 
2. Untuk menjadikan hasil kerajinan bordir motif Aceh sebagai produk unggulan perlu 
disempurnakan berbagai sarana dan prasarana usaha kecil masyarakat, termasuk 
dalam meningkatkan inovasi pelaku usaha dalam meningkatkan berbagai produk 
kerajinan yang mampu bersaing dengan produk kerajinan luar daerah. Sehingga 
kegiatan kerajinan bordir motif Aceh dapat mendorong kesejahteraan hidup 
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